SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 240 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 336 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 336 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan rekomendasi pada Buku Il Bab
I huruf A angka 1 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten
Bandung Nomor : 36.B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal
21 Mei 2024;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
pengaturan tentang Akuntansi Aset dan Akuntansi
Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, maka ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
disesuaikan dan diubah;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 336 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7040);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun
2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 336 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 336
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 336), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

a.

Penyajian Laporan Keuangan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Laporan Perubahan SAL, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Neraca, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Laporan Operasional, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Laporan Arus Kas, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
Laporan Keuangan Konsolidasi, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

a.

b.

C.

Akuntansi Aset, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Akuntansi Kewajiban, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Akuntansi Ekuitas, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

e. Akuntansi Beban dan Belanja, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;

f. Akuntansi Transfer, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

g. Akuntansi Pembiayaan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi,
Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini; dan

i. Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,
Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran X, Lampiran XI,
Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVII dan
Lampiran XVIII sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 336 Tahun
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
diubah dan terdapat penambahan Lampiran XIX serta
untuk Lampiran XI berlaku mulai Januari 2025,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Ill, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI,
Lampiran VII, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XIV,
Lampiran XV, Lampiran XVII dan Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

ttd.
CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 241

salinan sesuai dengan aslinya
HKEPALA BAGIAN HUKUM

O

YANA ROSMIANA, 5.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001



